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(6) Tanggung jawab ketersediaan sumber daya AN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai 

dengan kewenangannya. 

 

Pasal 6 

(1) Peserta AN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau 

masyarakat. 

(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data 

pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama.  

(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.  

(4) Pendidik dan kepala satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c 

terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola 

oleh Kementerian atau kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama.  

 

Pasal 7 

(1) Persiapan ketersediaan sumber daya pelaksanaan AN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat 

dilakukan dengan berbagi sumber daya pada satuan 

pendidikan di setiap wilayah.  

(2) Dalam berbagi sumber daya pada satuan pendidikan di 

setiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau 

masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai 

kewenangannya saling berkoordinasi. 

(3) Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan sumber 

daya satuan pendidikan. 
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Pasal 8 

(1) Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:  

a. asesmen kompetensi minimum; 

b. survei karakter; dan  

c. survei lingkungan belajar. 

(2) Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan 

pendidikan melalui survei lingkungan belajar.  

 

Pasal 9 

(1) Asesmen kompetensi minimum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk mengukur 

kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus 

dimiliki oleh peserta didik. 

(2) Survei karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf b merupakan pengukuran karakter yang 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila; dan  

(3) Survei lingkungan belajar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan 

pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan 

yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta 

didik.  

 

Pasal 10 

(1) Pelaksanaan AN bagi peserta didik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) dipandu dan diawasi oleh pendidik 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  

(2) Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

dilakukan secara mandiri. 

(3) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan 

Kementerian. 

 

Pasal 11 

(1) Hasil AN terinput secara sistem dalam basis data 

Kementerian.  
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(2) Kementerian melakukan analisis hasil AN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Hasil analisis AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bagian evaluasi sistem pendidikan oleh 

Menteri. 

(4) Hasil analisis oleh Kementerian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah, atau 

masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai 

kewenangannya untuk: 

a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan 

pendidikan; dan/atau 

b. melakukan evaluasi kinerja satuan pendidikan di 

wilayahnya. 

 

Pasal 12 

Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan 

pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang 

membidangi asesmen dan pembelajaran.   

 

Pasal 13 

Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari: 

a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; 

b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau  

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 Pasal 14 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan 

mengenai ujian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan 

Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal 15 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Juli 2021 

 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

NADIEM ANWAR MAKARIM 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juli 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

BENNY RIYANTO 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 832 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 
 

 
 
 

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001  
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